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 RENY HANDAYANI ASYHARI (B111 11 323) "Praktik Pembagian 
Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat" 
dibimbing oleh A. Suriyaman MP selaku pembimbing I dan Sri Susyanti 
Nur selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik waris adat 
masyarakat mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat dan untuk 
mengetahui praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat 
mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Balanipa dan Kecamatan 
Allu, Kabupaten Polewali Provinsi Sulawesi Barat sebagai tempat 
bermukimnya penduduk asli masyarakat Adat Mandar, dengan tehnik 
pengumpulan data dengan dua cara, yakni teknik wawancara dan 
penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu 
data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik 
wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis 
yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan 
secara deskriptif. 
 Hasil penelitian yang diperoleh adalah Karakteristik pembagian 
warisan yang di pakai oleh masyarakat adat Mandar di Kabupaten 
Polewali yaitu pembagian secara individual kepada ahli warisnya. Tetapi 
untuk pengelolaan sementara, mereka menempatkan anak laki-laki tertua 
sebagai penguasa hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab 
atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif 
mayorat laki-laki. Namun dalam praktik pembagiannya tidak lepas dari 
sistem pembagian warisan menurut hukum islam. Adapun terdapat 
keistimewaan warisan rumah peninggalan orang tua menjadi milik 
tappalaus (anak bungsu), sebab dia bersama orang tuanya sampai orang 
tuanya itu meninggal dunia. Apabila anak bungsu tidak serumah dengan 
pewaris, maka rumah tersebut jatuh kepada anak yang kebetulan 
bersama-sama / serumah dengan pewaris, dengan alasan dia 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian konstitusi kita 
secara tegas dan lugas memberikan sebutan bagi negara kita, 
sebagaimana dirumuskan dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang 
Dasar (UUD) tahun 1945 setelah perubahan. Artinya bahwa dalam 
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan-
aturan hukum yang mengaturnya. UUD itu sendiri merupakan sebagian 
dari hukum dasar yang tertulis. Selain UUD, terdapat aturan-aturan dasar 
yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara 
meskipun tidak tertulis.  
Penyelenggaraan negara sebagian besar aturannya dituangkan 
dalam bentuk hukum tertulis, mulai dari Undang-undang Dasar, Undang-
undang, Peraturan Daerah, sampai pada peraturan yang paling rendah 
kedudukannya. Sementara itu, keberadaan hukum tidak tertulis dalam 
praktik ketatanegaraan lahir untuk melengkapi hal-hal yang tidak diatur 
dalam hukum tertulis. 
Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alat 
pengendalian sosial (social control) saja, malainkan lebih dari itu, yaitu 
melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku 
sesuai dengan cita-cita baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat 
sebagaimana yang dicita-citakan. Dengan kata lain, fungsi hukum di sini 
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sebagai sarana perubahan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk 
mengarahkan pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. 
Dengan menciptakan pola-pola baru juga berarti mengubah ataupun 
menghapus kebisaaan-kebisaaan lama yang sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan zaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan 
perpaduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan 
masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia sekarang ini 
karena dalam pembangunan itu sendiri terdapat hal-hal yang harus 
dilindungi, dilain pihak hukum diperlukan untuk menciptakan pola yang 
sesuai dengan pembangunan dan agar perubahan yang diakibatkan oleh 
pembangunan tersebut berjalan dengan tertib dan teratur. 
Pembangunan hukum nasional haruslah berakar dan diangkat dari 
hukum rakyat yang ada, sehingga hukum nasional Indonesia haruslah 
mengabdi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.1 
Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting 
dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah 
peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang 
berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam 
peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar 
keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.  
 
 
                                               
1
 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum 
Nasional, BPHN, 1976, hlm 251.   
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Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa : 
“untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini 
dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat 
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang 
Dasar 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya 
konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.2 
Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan 
hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-
unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara 
melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian 
lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari 
berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh 
Nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu dan kesamaannya dengan 
kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita-citakan di dalam 
Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa untuk seluruh wilayah Republik 
Indoinesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdi kepada 
kepentingan nasional.  
Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia 
sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada 
hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris 
Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang 
terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat 
yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan 
memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di 
                                               
2
 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama 
Hindu, Hukum Islam, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 1.   
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dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula. Hukum kewarisan adat di 
Indonesia sangat dipengaruh oleh prinsip garis keturunan yang berlaku 
pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan 
patrilineal, matrilineal, pariental atau bilateral (walaupun sukar ditegaskan 
dimana berlakunya di Indonesia). 
Dari ketiga sistem keturunan diatas, mungkin masih ada variasi 
lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya 
"sistem patrilineal beralih-alih (alternerend) dan sistem unilateral berganda 
(double unilateral)". Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh 
terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang 
diwariskan (baik yang material maupun immaterial).3 Namun tentu saja 
masing-masing sistem memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan 
dengan sistem lainnya. 
Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-
garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang 
harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan 
itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli 
waris. Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusan 
harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. 
Masyarakat Mandar di  Kabupaten Polewali mempunyai cara 
tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan 
berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota 
                                               
3
 Soerjono Soekamto, Hukum Adat Indonesia , Rajawali, Jakarta, 2002,Hlm.259. 
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keluarga yang ditinggalkannya, bahkan mereka biasa membagi harta 
tersebut sebelum pewaris meninggal. Dalam masyarakat adat mandar di 
kenal dengan istilah "Boyang anunna anak terakhir" rumah adalah milik 
mutlak anak terakhir. Selain itu, Kecamatan Balanipa dan Kecamatan Allu 
Kabupaten Polewali ini yang dulunya merupakan pusat kerajaan 
menganut sistem mayorat laki-laki, yaitu pada saat pewaris meninggal 
maka anak laki-laki sulunglah atau keturunan laki-laki yang menjadi ahli 
waris sebagai pengganti orang tua. Namun anak laki-laki tertua bukanlah 
sepenuhnya menjadi ahli waris, ia hanya berkedudukan memegang 
mandat dari orang tua atau pewaris untuk mengurus dan membagi 
warisan tersebut kepada saudara-saudaranya. Tidak hanya warisan yang 
di bebankan kepada anak laki-laki tertua, dia juga berkewajiban mengurus 
anggota keluarganya. 
Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada 
kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang 
tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan 
memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang 
ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat 
mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli 
waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga 
sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat 
mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain 
sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan 
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saudara-saudaranya sebaliknya dia harus diurus oleh anggota keluarga 
yang lain. 
Sistem mayorat seringkali disalahtafsirkan tidak saja oleh orang 
yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris anak tertua itu 
sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal 
bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya 
berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua 
yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban 
mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata 
berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan tolong menolong 
oleh bersama untuk bersama.4 
Kerajaan Balanipa adalah kerajaan yang terbesar yang ada 
ditanah Mandar, yang mempunyai pengaruh yang sangat besar di tanah 
Mandar. Dimana masuknya Islam di tanah Mandar di awali di Kerajaan 
Balanipa pada abad ke 16.  Dan sistem pemerintahan di Balanipa pada 
saat itu dilakukan secara turun temurun atau dari generasi ke generasi 
menganut agama Islam.  
Kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap 
penerimaan nilai-nilai hukum islam, ternyata berdampak terjadinya ragam 
pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirlah teori-teori 
                                               
4
 Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 29-30 
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titik singgung hukum adat dan islam, terutama dibidang perdata, termasuk 
hukum kewarisan.5 
Untuk mengetahui sistem hukum adat masyarakat Mandar di 
Kabupaten Polewali Sulawesi Barat dengan sistem kekerabatan yang 
mayorat laki-laki padahal masyarakatnya 99% pemeluk agama Islam perlu 
diadakan penelitian dengan cermat agar diketahui secara benar tentang 
hukum waris adat masyarakat Mandar, baik sistem ahli waris, obyek waris, 
serta waktu harta waris itu akan dibagi-bagikan, serta proses pembagian 
harta waris itu dilakukan.  
Berdasarkan fenomena dan realita di atas, penyusun bermaksud 
mengangkat sistem dan praktik pembagian harta warisan yang terjadi 
pada masyarakat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat, dalam 
bentuk karya ilmiah berupa skripsi.  
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana karakteristik waris adat masyarakat mandar di 
Kabupaten Polewali Sulawesi Barat ? 
2. Bagaimana praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat 
mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat? 
 
 
                                               
5
Yahya Harahap, “Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi” dalam Iqbal 




C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui karakteristik waris adat masyarakat mandar di 
Kabupaten Polewali Sulawesi Barat. 
2. Untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan pada 
masyarakat adat mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan 
sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi 
semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan 
ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum 
keperdataan secara khusus dengan bidang hukum kewarisan. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 
wawasan khasanah ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan 
dan masyarakat dalam rangka memahami sistem kekerabatan dan 








A. Pengertian Hukum Adat 
1. Hukum Adat Secara Umum 
Hukum adat mengatur tentang hukum perkawinan adat, hukum 
waris adat, dan hukum perjanjian adat. 
Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk 
membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, 
hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau 
dan sebagainya. Walaupun seseorang/individu tersebut sudah 
meninggalkan kampung halamannya atau berada di daerah perantauan, 
ia tidak lupa pada adat istiadat daerahnya. Misalnya, seseorang yang 
sudah berada di daerah perantauan masih memegang teguh adat istiadat 
dari daerah/sukunya masing-masing, yang sering dijumpai adalah pada 
hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan. Karena mengenai 
hal tersebut, pada masing-masing suku di Indonesia terdapat cara 
pengaturan yang khas dan ada suatu ciri yang menonjol dan adat istiadat 
masing-masing. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum 
penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Di 
dalam hukum waris adat tidak hanya semata-mata menguraikan tentang 
waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. 
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Definisi Hukum Adat menurut pendapat beberapa sarjana antara 
lain : 
Menurut Ter Haar: 
 Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma. dalam 
keputusan-keputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang 
mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya 
berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.6 
Menurut J.H.P. Bellefroid: 
Hukum Adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan 
oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan 
bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.7 
Menurut M.M. Djojodigoeno: 
Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-
peraturan seperti peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan raja.8 
Menurut Ridwan Halim:  
Hukum adat adalah "Pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan 
hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang 
sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam 
keadaannya yang berbhineka tunggal ika, mengingat bangsa Indonesia 
terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa 
tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-
masing.9 
Dengan demikian, hukum adat itu pun melingkupi hukum yang 
berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum 
dalam lingkungan tempat ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah 
suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang 
                                               
6
 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 
9 
7
 Soeroyo Wignyodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat Waris, Haji Masagung, Jakarta, 
,1983, hal.14 
8
 Hilman Hadikusuma, Opcit, hal 21 
9
 Ridwan Halim, Hukum Adat dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, 1985, hal 9.   
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nyata dari rakyat sesuai dengan firasatnya sendiri. Hukum adat terus 
menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu 
sendiri. 
2. Sistem Hukum Adat 
Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan atas dasar alam 
pikiran masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda dengan alam 
pikiran masyarakat lain (hukum Barat). 
Untuk dapat memahami dan mengetahui hukum adat manusia 
harus menyelami alam pikiran yang hidup di dalam lingkungan 
masyarakat. 
Hukum adat Indonesia memiliki corak-corak tertentu, yang 
merupakan ciri khasnya, antara lain :10 
1. Bersifat tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman 
nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya 
masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang 
bersangkutan. 
2. Keagamaan (Religius Magis), artinya perilaku hukum atau kaidah-
kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib 
dan berdasarkan pada ajaran ketuhanan Yang Maha Esa.  
3. Kebersamaan (Bercorak Komunal), dimaksudkan bahwa didalam 
hukum adat diutamakan kepentingan bersama, dimana 
                                               
10
 C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 15 
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kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk 
semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota 
masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, 
kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.  
4. Serba konkret dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum 
yang dilakukan tidak tersembunyi atau samar-samar, antara kata-
kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata. 
5. Visual maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu dianggap 
hanya terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak. Misalnya 
adanya pemberian "uang muka atau uang panjer" dalam hubungan 
hukum jual beli. 
6. Tidak dikodifikasi, artinya tidak tertulis oleh karena itu hukum adat 
mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan 
masyarakat. 
7. Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya 
perkembangan zaman, perubahan keadaan tempat dan waktu. 
8. Terbuka dan sederhana, terbuka artinya hukum adat itu dapat 
menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal saja tidak 
bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan corak 
hukum sederhana artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, 
tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, 




9. Musyawarah dan mufakat baik didalam keluarga, hubungan 
kekerabatan, ketentangan, memulai suatu pekerjaan maupun 
dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam 
menyelesaikan perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya, 
diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan 
musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu 
saja terburu-buru peritikaian itu langsung dibawa atau disampaikan 
kepengadilan negara.  
Dengan demikian hukum adat bersifat tradisional yang 
mempertahankan adat kebiasaan yang telah terbentuk sejak dulu, 
sedangkan pada sisi lain hukum adat akan berkembang mengikuti 
perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat. 
B. Pengertian dan Istilah Hukum Waris Adat 
1. Hukum Waris Adat 
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata 
secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum 
kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup 
kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami 
peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang 
selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian 
seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan 
kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal 
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dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai 
akibat meninggalnya seseorang, diatur dalam hukum waris.11 
Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil 
alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan 
pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya 
akan menguraikan tentang waris dalam hubungan dengan ahli waris, 
tetapi lebih luas dari itu.  
Sebagaimana telah dikemukakan di atas hukum waris adat adalah 
hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-
azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara 
bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari 
pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum 
penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. 
Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat 
dimasa lampau tentang hukum waris adat. 
Beberapa pakar  memberikan pengertian hukum adat waris sebagai 
berikut : 
TER HAAR Menyatakan: 
"… het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het 
boeiende, eeuwige process van doorgeven en overgaan van het materiele 
en immateriele vermogen van generatie op generatie."12 
                                               
11
 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 1 
12
 Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. 
Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm.47.  
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"… hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara 
bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan ke harta kekayaan 
yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi" 
SOEPOMO menyatakan: 
"Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses 
meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-
barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu 
angkatan manusia (generatie) kepada turunannya"13 
M. Rasyid Ariman menyatakan: 
“Hukum Waris Adat adalah hukum waris yang memuat tentang harta 
warisan, siapa pewaris dan ahli waris, serta cara, bagaimana harta 
warisan (hak dan kewajiban) yang dialihkan dari pewaris kepada ahli 
waris.”14 
Surojo Wignyodipuro menyatakan: 
“Hukum Waris adat meliputi  norma hukum yang menetapkan harta 
kekayaan baik materiil maupun yang immateriil yang dapat diserahkan 
pada keturunannya serta sekaligus mengatur soal cara dan proses 
pengaturannya”15 
Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian hukum waris adalah 
soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang 
kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada 
orang lain yang masih hidup.16 
Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan 
yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud 
atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan 
dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup 
atau setelah pewaris meninggal dunia. 
                                               
13
 Soepomo, Bab-bab tentang hukum adat. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 72 
14
 M. Rasyid Ariman, Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.9 
15
 Soeroyo Wignyodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat Waris, Haji Masagung, Jakarta, 
,1983, hlm.161 
16
 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, 1980, hal.7. 
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Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri 
yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum 
barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran 
bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang 
bhineka tunggal ika. 
2. Sifat Hukum Waris Adat 
Apabila kita membandingkan hukum adat waris dengan hukum 
waris Islam atau hukum waris barat seperti dimuat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka akan tampak perbedaan-
perbedaannya baik dalam hal harta warisan maupun dalam cara-cara 
pembagiannya. 
Hukum waris yang diatur dalam Burgelijk Wetboek mengenai hak 
tiap-tiap waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan. Segala barang 
harta peninggalan itu merupakan satu kesatuan abstrak, yang dapat dinilai 
dengan sejumlah uang yang tertentu banyaknya dan yang tiap-tiap waktu 
dapat dibagi-bagi dalam pecahan berdasarkan ilmu berhitung menurut 
perhitungan pada waktu meninggalnya pewaris (erflater). Bahkan, jika 
memungkinkan pembagian harta peninggalan akan dilakukan dengan 
jalan membagi barang-barang. Akan tetapi, jika pembagian itu tidak dapat 
dijalankan, maka pembagiannya akan berlaku seperti membagi sejumlah 
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uang, yang akan diterima apabila barang-barang harta peninggalan itu 
dijual.17  
Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan 
kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang 
tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan 
para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan 
uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para  waris menurut 
ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris Islam atau 
hukum waris barat. 
Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan 
penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat 
dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia 
tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan 
dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUHPerdata alinea 
pertama yang berbunyi: 
" Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan 
diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam 
keadaan tidak terbagi." 
Pada hukum waris adat tidak mengenal adanya asas “legitime 
portie” atau bagian mutlak karena para waris telah ditentukan hak-hak 
waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam 
pasal 913 KUHPerdata yaitu : 
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 R. Soepomo, op.cit.., hlm 84 
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“Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta 
peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus 
menurut undang-undang, terhadap bagian mana si meninggal tak 
diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang 
masih hidup, maupun selaku wasiat.”  
 Pada hukum waris adat tidak dikenal adanya hak bagi waris untuk 
sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli 
waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 
KUHPerdata yang berbunyi : 
“Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada 
larangan untuk melakukannya” 
Akan tetapi, jika siwaris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, 
sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan 
permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara 
bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya. 
Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan 
sangat mendesak berdasarkan persetujuan paratua-tua adat dan para 
anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi 
kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus 
dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar 
hak ketetanggan (naastingsrecht) dalam kerukunan kekerabatan.18 
 
 
                                               
18
 Hilman Hadikusumah, op.cit., hlm. 9 
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3. Istilah dalam Hukum Waris Adat 
a. Pewaris 
Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta 
peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat 
meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada 
waris. Tegasnya pewaris adalah empunya harta peninggalan, atau 
empunya harta warisan.  
Jenis-jenis pewaris adalah: 
1. Pewaris Laki-laki (Ayah) 
Pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah 
(saudara-saudara laki-laki dari ayah). Hal ini terjadi pada masyarakat yang 
mempertahankan garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), 
sebagaimana berlaku di Batak, Bali, Lampung, NTT, Maluku dan lain-lain. 
Pewaris laki-laki (ayah) di bedakan menjadi: 
- Pewaris Pusaka Tinggi 
Pewaris laki-laki meninggal dunia meninggalkan hak-hak 
penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta warisan dari beberapa 
generasi ke atas, atau disebut juga harta nenek moyang. 
Dapat dibedakan juga menjadi: 
• Pewaris mayorat laki-laki 
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Berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, yaitu 
penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi. 
• Pewaris kolektif laki-laki 
Berlaku di kalangan masyarakat adat Batak, Bali, NTT, Maluku, 
yaitu penguasa bersama atas semua harta pusaka tinggi, yang dipimpin 
oleh pewaris sulung (tertua), pewaris bungsu (termuda) atau salah satu 
dari pewaris yang cakap. 
- Pewaris Pusaka Rendah 
Pewaris laki-laki meninggal dunia meninggalkan penguasaan atas 
harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris. 
2. Pewaris Perempuan (Ibu) 
Pewaris adalah pihak perempuan, yaitu ibu, hal ini terjadi pada 
masyarakat garis keturunan. perempuan (masyarakat matrilineal). Pewaris 
perempuan dalam menguasai dan mengelola harta pusaka didampingi 
oleh saudara lelakinya di Minangkabau dengan didampingi oleh mamak 
kepala waris. 
3. Pewaris Orang Tua (Ayah dan Ibu) 
Pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu ayah 
dan ibu. Hal. ini terjadi pada masyarakat yang mepertahankan garis 
keturunan orang tua (masyarakat parental).Harta warisan sudah 
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merupakan harta bersama. Sebagai harta pencaharian suami dan. istri, 
maka harta warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan. 
b. Warisan 
Berbicara tentang kewarisan menjalurkan pikiran dan perhatian 
orang kearah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, 
yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia. 
Pengertian warisan yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-
perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak 
kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia. Dimana 
perhubungan hukum ini mengenai kerohanian seorang yang wafat itu, 
seperti misalnya hal kecintaan atau persahabatan, sudah barang tentu 
hal-hal ini tidak diliputi oleh pengertian warisan, oleh karena melulu 
mengenai kepribadian seseorang, yang tidak mungkin di atur dari luar 
perihal beralihnya kepada orang lain.19  
Menurut Wirjono pengertian Warisan ialah: 
“ bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-
hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia 
meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”20 
Proses pembagian warisan dapat dilaksanakan pada saat: 
1. Sebelum pewaris wafat (masih hidup)  
a. Cara penerusan atau pengalihan  
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Dikala pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan 
penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat. Hak dan 
kewajiban dan harta kekayaan kepada waris, terutama pada anak lelaki 
tertua menurut garis kebapak-an, kepada anak perempuan tertua menurut 
garis ke-ibuan, kepada anak tertua lelaki atau anak tertua perempuan 
menurut garis ke-ibu-bapak-an. 
b. Cara penunjukan 
Apabila penerusan dan pengalihan hak dan harta kekayaan, ini 
berarti telah berpindahannya penguasaan dan pemilikan atas harta 
kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada waris, maka 
dengan perbuatan penunjukan oleh pewaris kepada waris atas hak dan 
harta tertantu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru 
berlaku dengan sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat. 
c. Pesan atau wasiat  
Pesan atau wasiat ini disampaikan atau dituliskan pada saat 
pewaris masih hidup akan tetapi dalam keadaan sakit parah. Biasanya 
diucapkan atau dituliskan dengan terang dan disaksikan oleh para ahli 
waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa. 
2. Setelah pewaris meninggal dunia 
Setelah si pewaris meninggal dunia, harta warisannya diteruskan 
kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. 
Bila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, perlu 
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ditentukan harta warisan tersebut berada dalam penguasaan, sebagai 
berikut: 
a. Penguasaan Janda  
Jika pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, 
harta warisan bersama suami dan istri yang didapat sebagai hasil 
pencaharian bersama selama perkawinan mereka dapat dikuasai oleh 
janda almarhum, untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak-
anak yang ditinggalkan. 
b. Penguasaan anak  
Jika anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, harta warisan 
yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan 
diatur oleh salah satu dari anak-anak tersebut yang dianggap cukup cakap 
dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut. 
c. Penguasaan anggota keluarga  
Penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan 
tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada orang tua pewaris. Bila sudah 
tidak ada lagi, akan dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang 
seketurunan atau dari kerabatnya yang paling dekat.21 
c. Ahli waris 
Terdapat suatu perbedaan antara suatu daerah dengan daerah 
yang lain tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak 
mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak 
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 Hilman Hadikusuma, Op. Cit., hlm  95-105 
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atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi 
oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Secara umum menurut 
Hilman Hadikusuma :  
“para waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir 
hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris 
lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris 
kemenakan dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-
kakek, waris anggota kerabat dan waris lainnya.”22 
Sedangkan Soerojo Wignyodipoero menyatakan bahwa : 
“anak-anak dari sepeninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang 
terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya 
golongan ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-
anak.”23 
Dengan adanya anak-anak maka kemungkinan anggota keluarga 
lain dari si pewaris untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Juga 
dikemukakannya bahwa diantara suami dan isteri tidak terdapat hubungan 
saling mewarisi. Apabila salah satu diantaranya meninggal maka janda / 
duda tidak mempunyai hak mewarisi terhadap harta yang ditinggalkan 
suami / isteri.  
Sistem ini pada umumnya dianut oleh masyarakat matrilineal 
seperti di Minangkabau yang menganut sistem perkawinan Semendo yaitu 
seorang duda tidak mewarisi harta isterinya yang wafat; masyarakat 
Peminggir di Lampung isteri sebagai penguasa dan pemilik harta 
perkawinan tidak dapat diwarisi oleh suami bila isteri wafat, demikian pula 
masyarakat patrilineal di Batak, janda bukan waris bagi suaminya, juga 
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 Hilman hadikusuma, op. Cit., hlm. 67.   
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pada masyarakat parental di Jawa, janda dan duda bukanlah waris dari 
suami atau isteri, tetapi selama hidupnya diberi hak pakai untuk 
kebutuhan hidupnya.  
Kenyataan yang ditemukan dalam masyarakat itu sesuai dengan 
yang dikemukakan Djaren Saragih bahwa pada dasarnya ahli waris itu 
terdiri dari :24 (1) Keluarga sedarah dalam maka pengertian generasi 
berikutnya dari si pewaris dan orang tua atau saudara-saudara pewaris 
lainnya menurut cara menarik garis keturunan, (2) Keluarga yang bukan 
sedarah seperti anak angkat, anak tiri dan janda / duda. Anak angkat 
menerima warisan berbeda dengan keturunan sedarah kecuali kedudukan 
dan haknya telah disamakan. Anak tiri sebenarnya tidak berhak atas 
warisan bapak / ibu tirinya, tetapi hanya bisa ikut menikmati penghasilan 
bapak tirinya yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah 
janda. Janda bukanlah keturunan dari suami, namun seorang janda harus 
dijamin kelangsungan hidupnya dalam rumah tangga selama ia masih 
membutuhkannya.  
Berikut ini adalah para ahli waris di dalam masyarakat patrilineal, 
matrilineal, dan parental-bilateral: 
a. Ahli waris dalam masyarakat patrilineal 
Ahli warisnya adalah anak-anak laki-laki, sedangkan anak-anak 
perempuan bukan ahli waris. Perempuan dimungkinkan menjadi ahli 
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 Djaren Saragih, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Jakarta, 1980,  hlm 170 
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waris, karena ia sebagai janda dari almarhum pewaris yang menggunakan 
hak pakainya atas harta peninggalan suaminya. 
- Anak laki-laki sulung 
Pada suku Batak, anak laki-laki sulung menguasai harta 
peninggalan yang tidak terbagi-bagi yang diurus bersama anggota 
keluarga seketurunan ayahnya. Jika anak sulung tidak bersedia 
mengurusnya, yang berkewajiban mengurusnya adalah anak laki-laki 
bungsu. 
- Anak laki-laki bukan sulung dan anak laki-laki bungsu. 
Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang 
tuanya, baik menurut adat maupun menurut agama yang dianut 
masyarakat setempat. 
- Anak perempuan 
Pada masyarakat patrilineal anak perempuan bukan ahli waris, 
kecuali menurut hukum adat setempat dibolehkan anak perempuan 
sebagai pengganti kedudukan anak laki-laki karena keluarga yang 
bersangkutan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Anak perempuan 
bisa mendapat bagian dari warisan ayahnya. Pada saat ia menikah, ia 




- Ahli waris dengan hibah wasiat. 
Seseorang yang tidak berhak mewaris, ada kemungkinan untuk 
mendapatkan harta warisan karena pesan atau amanat, hibah atau hibah 
wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat 
patrilineal, hal ini dapat terjadi terhadap istri dan anaknya yang 
keturunannya rendah, anak angkat dan anak akuan. 
- Janda 
Pada masyarakat adat patrilineal dengan melakukan perkawinan 
jujur, istri/janda yang ditinggal suaminya meninggal dunia, bukan ahli 
waris dari almarhum suaminya. Tetapi, selama janda mematuhi peraturan 
adat di pihak keluarga suaminya, ia berhak mengurus, memelihara, 
mengusahakan dan menikmati harta warisan suaminya untuk keperluan 
hidupnya dan anak-anak dari almarhum suaminya, dan kemudian harta 
warisan tersebut akan diteruskan/dialihkan kepada anak lakinya. Bila 
anak-anaknya belum dewasa, pengurusan harta warisan tersebut 
dilakukan, janda didampingi oleh saudara tertua dari almarhum suaminya 
atau penggantinya yang masih hidup. 
b. Ahli waris dalam masyarakat matrilineal 
Ahli waris masyarakat matrilineal adalah anak-anak perempuan, 
sedangkan anak-anak laki-laki bukan ahli waris. Ahli waris perempuan 





- Anak perempuan sulung 
Anak perempuan sulung berkedudukan sebagai "tunggu tubang" 
(penunggu harta) dari semua warisan orang tuanya, yang tidak terbagi-
bagi penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris anak perempuan 
yang lain. Di dalam menguasai dan mengatur harta warisan ini, la dibantu 
saudara laki-lakinya yang tertua yang disebut "payung jurai" (pelindung 
keturunan). 
- Anak perempuan yang bukan sulung 
Para ahli waris perempuan menganut sistem pewarisan kolektif 
yang bertalian dengan darah dan berhak atas pengelolaan harta pusaka 
yang tidak terbagi-bagi dan pemilikannya, boleh mengusahakan, 
menggunakan dan menikmati harta pusaka, seperti tanah sawah pusaka 
atau rumah gadang, dibawah pengawasan "mamak kepala waris" 
- Anak laki-laki 
Anak laki-laki bisa sebagai ahli waris, apabila dalam keluarga 
tersebut tidak mempunyai anak perempuan, Jadi, kedudukannya sebagai 
ahli waris pengganti dengan melaksanakan perkawinan ambil perempuan. 
c. Ahli waris dalam masyarakat parental 
Dalam ahli waris masyarakat parental, kedudukan anak laki-laki 
dan anak perempuan adalah sama dan mendapat bagian warisan dari 
orang tuanya sama rata, baik harta warisan pusaka keturunan, harta 
bawaan ayah atau ibunya, ataupun harta pencaharian orang tua mereka. 
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Harta warisan tersebut terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya dalam 
sistem pewarisan individual. Sistem pewarisan parental ini, dianut oleh 
masyarakat adat Aceh, Melayu, Sumatera selatan, Pulau Jawa dan 
Madura, Kalimantan dan Sulawesi. 
d. Pusaka 
Istilah ini yang lengkapnya disebut harta pusaka dapat dibedakan 
antara pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta 
peninggalan dari zaman leluhur, yang dikarenakan keadaannya, 
kedudukan dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas 
dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan 
dari beberapa generasi di atas ayah, misalnya harta peninggalan kakek 
atau nenek yang keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak mutlak 
yang tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan atau pemakaiannya atau 
mungkin juga pemilikannya. Garis batas yang mana yang dinamakan 
pusaka tinggi dan pusaka rendah tidak dapat ditarik perbedaan yang 
tegas, tergantung dengan susunan kemasyarakatan adat bersangkutan.  
e. Harta Perkawinan 
Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang 
dikuasai atau dimiliki oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan 
perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta 
bawaan, harta pencaharian, harta pemberian, (hadiah, hibah/wasiyat). 
Harta perkawinan ini merupakan kesatuan didalam ikatan perkawinan 
yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal, atau karena tidak ada 
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keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat 
terjadinya putus perkawinan. 
f. Harta penantian 
Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang dikuasai 
dan dimiliki oleh suami atau isteri ketika perkawinan itu terjadi. Jika 
perkawinan isteri ikut kepihak suami maka harta yang dikuasai atau 
dimiliki suami sebelum perkawinan merupakan harta penantian suami, 
atau harta pembujangan, dan jika sebaliknya suami ikut kepihak isteri 
maka harta yang dibawanya merupakan harta pembekalan, sedangkan 
isteri dengan harta penantian isteri. 
g. Harta Pemberian 
Istilah ini yang jelasnya ialah harta asal pemberian, dipakai untuk 
menunjukkan harta kekayaan yang didapat suami isteri secara bersama 
atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. 
Pemberian itu dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau 
hibah wasiat.25 Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberi 
dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara. Pemberian 
dapat terjadi dalam bentuk barang tetap atau barang bergerak. Begitu 
pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya 
perkawinan dan selama perkawinan.  
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h.  Harta Pencaharian 
Harta pencaharian merupakan harta yang didapat suami isteri 
secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Tidak perlu 
dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak. Walaupun 
yang bekerja hanya suami, sedangkan isteri hanya tinggal di rumah 
mengurus rumah tangga dan anak, namun tetap menjadi hasil usaha 
suami isteri. Akan tetapi, bisa saja terdapat harta pencaharian suami 
sendiri bilamana terjadi, perkawinan yang tidak sederajat atau disebabkan 
terjadinya perkawinan suami pedagang dengan isteri pedagang sehingga 
biaya rumah tangga di biayai bersama, sedangkan masing-masing 
memiliki harta pencaharian sendiri-sendiri. Perkawinan yang tidak 
sederajat yang di dalam masyarakat Jawa dikenal dengan perkawinan 
mangih koyoh, yaitu suami jauh lebih kaya dari pada isteri, atau 
perkawinan ngalindung kagelung di daerah Pasundaan, serta kawin 
semendo mati manuk mati tungu yang dikenal di Lampung adalah bentuk-
bentuk perkawinan yang tidak sederajat. Perkawinan semacam ini pada 
saat sekarang sudah jarang ditemukan lagi, apalagi dengan berlakunya 
Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan 
bahwa kedudukan suami isteri adalah sederajat baik dalam keluarga 





C. Sistem Kewarisan Adat 
a. Sistem Kekeluargaan 
Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam 
agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk 
kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem 
keturunan ini sudah berlaku sejak dhulu kala sebelum masuknya ajaran 
agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda in 
tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. 
1. Sistem Kekeluargaan Patrilineal 
Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek 
moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-
laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat 
batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab perempuan 
yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi 
anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris 
orang tuanya yang meninggal dunia.26 
Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah, bahwa 
istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem 
pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk 
dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga 
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Bapak (Suami), harta yang ada milik Bapak (Suami) yang nantinya 
diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya.  
Istri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota 
keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut, seandainyapun 
suaminya meninggal dunia, sepanjang dia setia menjanda, tinggal di 
kediaman keluarga dikatakan, bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik 
dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam 
pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain : 
masyarakat Minangkabau, Enggano dan lain-lain.  
2. Sistem Kekeluargaan Matrilineal 
Menguraikan sistem hukum adat waris dalam suatu masyarakat 
tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang 
terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya 
dengan sistem hukum adat waris dalam masyarakat matrilineal 
minangkabau, ini berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang 
menarik garis keturunan dari pihak ibu, dimana kedudukan wanita lebih 
menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Hukum 
waris menurut hukum adat minangkabau senantiasa merupakan masalah 
yang actual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan 
karena kekhasan dan keunikannya bila dibandingkan dengan sistem 
hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia. Seperti telah 
dikemukakan, bahwa sistem kekeluargaan di Minangkabau adalah sistem 
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kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, yakni saudara 
laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, 
baik laki-laki maupun perempuan. Dalam sistem ini, semua anak-anak 
hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta 
pusaka tinggi yaitu harta turun temurun dari beberapa generasi, maupun 
harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi. Jika yang 
meninggal dunia itu seorang laki-laki, maka anak-anaknya serta jandanya 
tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi sedang yang menjadi 
ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.27 
Pada sistem matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang 
sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan 
kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara para warganya 
yang seketurunan menurut garis ibu, yang menyebabkan tumbuhnya 
konsekuensi (misalnya, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak 
dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak.28  
3. Sistem Pariental atau bilateral 
Sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak 
ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki 
dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak 
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 Bushar Muhammad, pokok-pokok hukum adat, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2006, hlm 5 
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laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta 
peninggalan orang tua mereka.29 
Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan 
hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti 
diantara sistem patrilineal dan matrilineal alternerend. Dengan catatan 
bahwa didalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak 
bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (pariental) dan 
bertambah surutnya pengaruh kesatuan kerabat dalam hal yang 
menyangkut kebendaan dan pewarisan. 
Namun demikian disana sini terutama dikalangan masyarakat di 
pedesaan masih banyak juga yang masih bertahan pada sistem keturunan 
dan kekerabatan adatnya yang lama, sehingga apa yang dikemukakan 
HAZAIRIN masih nampak kebenarannya. Ia menyatakan : 
“Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran 
masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem 
keturunannya patrilineal, matrilineal, paiental atau bilateral” 
Dengan catatan bahwa pemahaman terhadap bentuk-bentuk 
masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris 
adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistem 
hukum waris adat yang sama. Masalahnya, dikarenakan didalam sistem 
keturunan yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang 
lainnya, misalnya perbedaan dalam sistem perkawinan, masyarakat adat 
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Batak dan masyarakat adat Lampung (beradat pepadun) menganut sistem 
keturunan yang patrilineal, tetapi dikalangan orang Batak berlaku adat 
perkawinan manunduti yaitu mengambil isteri dari suatu sumber yang 
searah (dari kerabat hula-hula) sedangkan dikalangan orang Lampung 
berlaku adat perkawinan ngejuk ngakuk (ambil-beri) yaitu mengambil isteri 
dari sumber yang bertukar, satu masa kerabat pemberi wanita memberi, 
dimasa yang lain kerabat penerima semula menjadi pemberi kembali. 
Selanjutnya menurut hukum adat Batak jika tidak mempunyai keturunan 
lelaki berarti keturunan itu putus, sedangkan menurut hukum adat 
Lampung keturunan yang putus dapat diganti. Begitupula pewarisan 
menurut hukum adat Batak berlaku pembagian harta warisan menjadi 
milik perseorangan, sedangkan di Lampung (pepadun) berlaku sistem 
pewarisan mayorat. 
b. Sistem Pewarisan Individual 
Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah 
sistem pewarisan, dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk 
dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya 
masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka 
masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta 
warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada 
sesame waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. 
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Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang 
sistem kekerabatannya pariental sebagaimana dikalangan masyarakat 
adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti 
masyarakat Batak dimana berlaku adat manjae (Jawa, mencar, mentas); 
atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum 
Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di 
pantai-pantai selatan Lampung. 
Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian 
warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang 
berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara 
bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah 
kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan 
masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya. 
Kebaikan dari sistem kewarisan individual antara lain ialah bahwa 
dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan 
memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal 
kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga 
yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang 
lain untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri atau menurut 
kebutuhan keluarga tanggungannya. Bagi keluarga-keluarga yang telah 
maju dimana rasa kekerabatan sudah mengecil, dimana tempat kediaman 
anggota kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi 
untuk bertempat kediaman didaerah asal, apalagi jika telah melakukan 
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perkawinan campuran, maka sistem individual ini nampak besar 
pengaruhnya. 
Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta 
warisan dan merenggangya tali kekerabatan yang dapat berakibat 
timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan 
mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat 
menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme. Hal 
mana kebanyakan menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan 
antara anggota keluarga pewaris. 
c. Sistem Pewarisan Kolektif 
Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan 
diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai 
kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, 
melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau 
mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian 
untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama 
atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang 
berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat. 
Sistem kolektif ini terdapat misalnya didaerah Minangkabau, 
kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang 
terbatas. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang 
diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris 
39 
 
dimana para anggota family hanya mempunyai hak pakai (Minang = 
ganggam bauntuik). Serupa dengan tanah pusalea Minang ini ialah tanah 
dati di Ambon yang tidak dibagi-bagikan kepada waris melainkan 
disediakan bagi para waris untuk dipergunakan, terutama para anggota 
keluarga pewaris yang telah wafat dibawah pimpinan atau pengurusan 
kepala dati. 
Di Minahasa berlaku sistem kolektif atas barang (tanah) kalakeran 
yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi tetapi boleh 
dipakai untuk para anggota famili. Status hak pakai anggota famili dibatasi 
dengan tidak boleh menanam tanaman keras. Yang mengatur dan 
mengawasi tanah kalakeran adalah tua-tua kerabat yang disebut Tua 
untaranak, Haka Umbana, atau Paki Itenan tanah-tanah dan jika tua-tua 
dari kerabat lain disebut Mapontol. Dimasa sekarang sudah ada tanah 
Kalakeran yang dibagi-bagi. 
Di daerah Lampung apa yang disebut tanah menyanak atau tanah 
repong merupakan bidang tanah milik sekerabat bersama yang tidak 
dibagi-bagi pemiliknya. Biasanya tanah menyanak ini telah berisi tanam 
tumbuhan keras seperti durian, duku, pohon aren, bambu dan lainnya 
yang boleh dinikmati para anggota kerabat bersangkutan secara bersama. 
Ada kalanya diantara para anggota kerabat yang menggunakan dan 
mengolah tanah itu menanaminya dengan tanaman keras baru, maka 
dengan demikian ia mempunyai hak atas pohon saja. 
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Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah kearah sistem 
individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu 
kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat tanam tumbuhan 
keras milik masing-masing. Dikarenakan telah dipenuhi milik masing-
masing atas tanah tumbuhan yang diolah, diurus, dinikmati dan dimiliki 
secara terus menerus maka atas kesepakatan bersama diantara para 
anggota famili diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing-
masing. Disamping itu kemungkinan sistem kolektif itu berubah kearah 
sistem individual dikarenakan harta bersama itu tidak lagi oleh dan untuk 
bersama dan begitu pula dikarenakan lemahnya fungsi dan peranan 
pimpinan milik bersama untuk tetap mengurus harta bersama untuk 
bersama. 
Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi 
harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga 
besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperanan, 
tolong menolong antara yang satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala 
kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina 
dan dikembangkan. 
Pada beberapa kerabat yang masih mempunyai pimpinan yang 
berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat, danau 
kerabat, rumah kerabat, dan sebagainya) yang terletak didaerah yang 
produktif masih dapat meningkatkannya kedalam usaha-usaha kolektif 
yang berbentuk usaha bersama koperasi pertanian kerabat, koperasi 
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peternakan kerabat dan lain sebagainya, dimana rumah kerabat 
merupakan pusat berkumpul bagi semua anggota kerabat bersangkutan. 
Tetapi pada kenyatannya keadaan demikian seperti di Lampung tidak ada 
yang dapat bertahan lama. 
Kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan cara berfikir yang 
terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena 
tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat 
diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi anggota kerabat, 
maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah luntur. 
d. Sistem pewarisan mayorat 
Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan 
sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak 
penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada 
anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala 
keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala 
keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung 
jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara 
saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta 
warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka 
dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan 
yang turun temurun. Seperti halnya dengan sistem kolektif setiap anggota 
waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati 
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harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara 
perseorangan. 
Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada 
kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang 
tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan 
memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang 
ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat 
mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris 
menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. 
Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat 
mengendalikan diri terhadap kebendaan, dan pemboros dan lain 
sebagainya jangankan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-
saudaranya malahan sebaliknya dia yang diurus oleh anggota keluarga 
yang lain. 
Sistem mayorat disalah tafsirkan tidak saja oleh orang luar yang 
tidak memahaminya tetapi jugaoleh pihak waris anak penyumbang itu 
sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal 
bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, dia hanya 
berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandate orang tua 
yang di batasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban 
mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata 
berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong 
menolong oleh bersama untuk bersama. 
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D. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat 
Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana hukum adat itu 
sendiri dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan falsafah hidup 
Pancasila. Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak 
berfikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar 
penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun 
dan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang 
ditinggalkan oleh pewaris yang wafat 
1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa 
Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa setiap orang  yang 
percaya dan mengakui adanya Tuhan menurut agama dan 
kepercayaannya masing-masing. Rejeki dan harta kekayaan manusia 
yang dapat dikuasai dan dimiliki adalah karunia Tuhan. 
Adanya harta kekayaan itu karena ridha Tuhan, oleh karena itu 
setiap manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila 
manusia tidak bersyukur terhadapNya, maka di kehidupan selanjutnya 
akan mendapatkan kerugian.  
Kesadaran bahwa Tuhan Maha mengetahui atas segalanya, maka 
apabila ada pewaris yang wafat para ahli waris tidak akan berselisih dan 
saling berebut atas harta warisan. Terjadinya perselisihan karena harta 
warisan akan memberatkan perjalanan si pewaris menuju kehidupan 
selanjutnya. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar bertaqwa 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan dari pada 
pertentangan. 
Dengan demikian, asas Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum 
waris adat merupakan dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk 
dapat mengendalikan diri dari masalah pewarisan. 
2. Asas Kemanusiaan 
Asas Kemanusiaan ini bermaksud agar setiap manusia itu harus 
diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga memperoleh 
kesamaan hak dan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup 
sebagai satu ikatan keluarga. Pada dasarnya tidak ada waris yang 
berbeda, tidak ada yang harus dihapuskan dari hak mendapat bagian dari 
warisan yang terbagi, dan tidak ada warisyang dihapuskan dari hak pakai 
dan hak menikmati warisan yang tidak terbagi. 
Dalam proses pewarisan, asas kemanusiaan berperan 
mewujudkan sikap saling menghargai antara ahli waris. Maka dalam 
hukum waris adat, bukan penetuan banyaknya bagian warisan yang harus 
diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para ahli waris yang dapat 
dibantu dengan adanya warisan tersebut. Atas dasar asas kemanusian ini, 
kedudukan harta warisan dapat dipertimbangkan apakah perlu dilakukan 
pembagian atau penangguhan pembagian.Jika ada pembagian warisan, 
tidak berarti hak yang didapatkan ahli waris laki-laki dan perempuan sama 
banyaknya, bisa saja ahli waris yang lebih membutuhkan mendapatkan 
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bagian yang lebih banyak dari yang lainnya. Sedangkan apabila 
kerukunan hidup antar ahli waris baik, dimungkinkan harta tersebut tidak 
dibagi untuk dinikmati secara bersama-sama dibawah pimpinan pengurus 
harta warisan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum adat yang 
berlaku dalam masyarakat adat. 
Dengan demikian, asas kemanusiaan ini mempunyai arti kesamaan 
hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat 
kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara 
pemanfaatan dengan selalu memperhatikan para ahli waris dengan 
kehidupannya.  
3. Asas Persatuan 
Ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat 
menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai 
kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan 
mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu 
berada diatas kepentingan perorangan, demipersatuan dan kesatuan 
keluarga. Maka, apabila pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta 
warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana 
memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya 
harta warisan itu. 
Apabila pewarisan yanga akan dilaksanakan akan berakibat 
timbulnya sengketa antar ahli waris, maka para tetua adat dapat bertindak 
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menangguhkan pembagian harta warisan untuk menyelesaikan terlebih 
dulu hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan 
kerukunan keluarga yang bersangkutan. 
Persatuan, kesatuan dan kerukunan hidup kekeluargaan didalam 
masyarakat memerlukan adanya pemimpin yang berwibawa dan selalu 
dapat bertindak bijaksana dalam mengadakan musyawarah untuk 
mufakat. Pemimpin yang bijaksana dalam mengatur kehidupan rumah 
tangga adalah orang-orang yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi 
rumah tangga lainnya, terutama bagi para ahli waris dan keluarga yang 
bersangkutan. Karena sering terjadi perpecahan antara ahli waris karena 
harta bersama yang dikuasai oleh tetua adat disalahgunakan untuk 
kepentingan sendiri. Jadi, Asas persatuan ini dalam hukum waris adat 
merupakan suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara 
hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus dan 
menikmati serta memanfaatkan warisan yang tidak terbagi ataupun 
menyelesaikan masalah pembagian kepemilikan harta warisan yang 
terbagi-bagi. 
4. Asas Musyawarah Mufakat 
Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap ahli 
waris memiliki rasa tanggung jawab yang sama atau hak dari kewajiban 
yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. 
Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan 
tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak satu 
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dengan lainnya untuk menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan ahli 
waris lainnya. 
Musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan ini adalah ahli 
waris yang dituakan, dan apabila terjadi kesepakatan, maka setiap ahli 
waris wajib untuk menghargai, menghormati, menaati dan melaksanakan 
hasil keputusan. Kesepakatan harus bersifat tulus dengan perkataan dan 
maksud yang baik yang berasal dari hati nurani yang jujur demi 
kepentingan bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Meskipun telah terjadi kesepakatan bahwa warisan dibagi 
perseorangan untuk ahli waris, tetapi kedudukan warisan yang telah 
dimiliki secara perseorangan itu harus tetap memiliki fungsi sosial, masih 
tetap dapat saling tolong-menolong antara ahli waris. 
5.  Asas Keadilan Sosial 
Dalam hukum waris adat, asas keadilan ini artinya keadilan bagi 
seluruh ahli waris tentang harta warisan, baik ahli waris langsung, ahli 
waris yang terjadi karena pengakuan saudara menurut adat setempat. Adil 
dalam proses pembagian warisan dipengaruhi oleh sendi kehidupan 
masyarakat adat setempat. 
Dengan adanya asas keadilan ini, maka dalam hukum waris adat 
tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian harta warisan yang 
sama jumlahnya atau nilainya, tetapi sesuai dan sebanding dengan 
kepentingan para ahli waris. 
48 
 
Apa yang dikatakan adil dalam proses pewarisan dipengaruhi alam 
fikiran dan sendi kehidupan kemasyarakatan adat setempat. Begitupula 
apa yang dirasakan adil dan tidak adil, wajar atau tidak wajar, baik atau 
tidak baik, dipengaruhi oleh alam fikiran dan keadaan setempat, oleh 
agama dan keadaan lingkungan hidup masing-masing. 
Dari rasa keadilan masing-masing manusia Indonesia yang sifatnya 
bhineka tunggal ika itu terdapat yang umum dapat berlaku ialah rasa 
keadilan berdasarkan asas parimirma, yaitu asas welas kasih terhadap 
para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keaadaan, kedudukan, jasa, 
karya dan sejarahnya; sehingga walaupun seseorang bukan ahli waris 
namun wajar untuk juga diperhitungkan mendapat bagian harta warisan. 
Misalnya wajar memberi bagian dari harta warisan kepada anak kandung 
yang tidak sah, anak bawaan atau anak tiri, anak angkat atau kepada 
orang yang telah berjasa kepada pewaris dan keluarganya. Begitu pula 
wajar memberi bagian harta warisan kepada fakir miskin, yatim piatu dan 
lain sebagainya. 
Dengan adanya asas keadilan ini maka didalam hukum waris adat 
tidak berarti membagi pemikiran atau pemakaian harta warisan yang 
sama jumlah atau nilainya, tetapi yang selaras dan sebanding dengan 
kepentingan dan pemerataannya. Dengan demikian asas keadilan 






A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Balanipa dan Kecamatan 
Allu, Kabupaten Polewali Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan daerah ini 
sebagai lokasi penelitian karena sesuai dengan objek penelitian kewarisan 
adat yang akan di teliti. 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh 
unit yang diteliti. Populasi yang dimaksud adalah masyarakat adat Mandar 
dan pemerintah daerah Kabupaten Polewali.  
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yaitu suatu unit yang dijadikan 
contoh untuk diteliti lebih lanjut yang dianggap sebagai bagian kecil yang 
mewakili suluruh populasi yang ada. Penentuan sampel sebagai informan 
dan responden penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, 
dengan kriteria sebagai berikut: 
1. Masyarakat Adat Mandar (2 orang) 
2. Tokoh agama (2 orang) 
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3. Kepala desa (2 orang) 
4. Hakim pengadilan agama (1 orang) 
5. Masyarakat yang mendapatkan warisan 
a. Anak tertua laki-laki 
b. Anak yang diberi tanggung jawab 
c. Anak bungsu 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data sebagimana yang diharapkan, 
maka penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yaitu: 
1. Teknik Wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab kepada informan berdasarkan pertanyaan 
untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 
2. Teknik studi dokumen, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa 
dokumen resmi peraturan perundang-undangan, media cetak, 
internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan 
dibahas dalam penelitian. 
D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari 
informan dan responden di lokasi penelitian, baik berupa 
wawancara langsung terhadap masyarakat adat setempat dan 
pejabat daerah Kabupaten Polewali Sulawesi Barat. 
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2. Data sekunder yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam 
memecahkan dan menjawab masalah. Data sekunder ini 
sumbernya diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, 
peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar 
dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian. 
E. Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data 
sekunder yang telah dianggap valid selanjutnya akan diolah dan dianalisis 
dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk lebih mendapatkan 






A. Profil lokasi penelitian 
1. Kondisi geografis 
Kabupaten Polewali Mandar adalah kabupaten yang memiliki luas 
wilayah sekitar 2.022,30 kilometer persegi. Kabupaten Daerah Tingkat II 
Polewali Mandar ini kini masuk dalam Propinsi Sulawesi Barat dan 
Polewali sendiri adalah ibukotanya. Propinsi Sulawesi Barat ini pada 
mulanya adalah bagian dari Sulawesi Selatan. Namun berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang 
kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 26 dan Nomor 
32 Tahun 2004, maka wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dimekarkan 
menjadi dua wilayah propinsi, yaitu Daerah Tingkat I propinsi Sulawesi 
Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Barat. Propinsi Sulawesi Selatan 
sendiri, dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami dua kali 
pemekaran, yaitu ketika dibentuk Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi 
Tenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1964. Bahkan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, 
wilayah Sulawesi Selatan (Zuid Celebes) meliputi wilayah Propinsi 
Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara dan Pulau Sumbawa, yang 
daerah pemerintahannya dikenal dengan nama: Pemerintahan Sulawesi 
dan daerah Takluknya (Couvernement Celebes en Onderhoorigheden). 
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Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Barat, wilayahnya meliputi; 
Kabupaten Mamuju (ibukota propinsi), Mamuju Utara, Majene, Mamasa 
dan Polewali Mandar. Letak kabupaten Polewali Mandar pada bagian 
pantai timur Propinsi Sulawesi Barat atau pada pantai barat bagian utara 
dari kota Makassar, ibukota propinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 
sekitar 252 kilometer. Secara astronomi wilayah kabupaten ini terletak 
antara 2o,40'00 - 3o,3'00 Lintang Selatan dan 118o,40'27 - 119o,32,27 
Bujur Timur. 
Kabupaten polewali mandar yang dulunya bergabung dengan 
Mamasa (Polewali Mamasa) memiliki luas wilayah sekitar 4.781,53 
kilometer persegi atau sekitar 478,153 Ha. Kini setelah berpisah yang 
masing-masing berdiri sendiri sebagai satu wilayah kabupaten (Kabupaten 
Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa), wilayah Kabupaten Polewali 
Mandar sendiri memiliki luas sekitar 2.022,30 kilometer persegi. 
Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas 16 wilayah kecamatan dengan 
letak batas-batas pemerintahan sebagai berikut: 
 Pada bagian sebelah utara berbatasan dengan kabupaten 
Mamasa, 
 Pada bagian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 
Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, 
 Pada bagian selatan berbatasan dengan Selat Makassar, dan 
 Pada bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Majene. 
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Dari 15 kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten ini, masing-
masing adalah: 
1. Kecamatan Tinambung 
2. Kecamatan Balanipa 
3. Kecamatan Limboro 
4. Kecamatan Tubi Tamannu 
5. Kecamatan Allu 
6. Kecamatan Campalagian 
7. Kecamatan Luyo 
8. Kecamatan Wonomulyo 
9. Kecamatan Mapili 
10. Kecamatan Tapange 
11. Kecamatan Matakali 
12. Kecamatan Bulo 
13. Kecamatan Polewali 
14. Kecamatan Binuang 
15. Kecamatan Anreapi 
16. Kecamatan Matangnga30 
2. Lintas Sejarah Polewali 
Dari ke-15 kecamatan diatas penulis memilih kecamatan Allu dan 
Kecamatan Balanipa sebagai lokasi penelitian disebabkan lintas sejarah 
pada masa kerajaan dan datangnya pemerintahan Kolonial Belanda di 
                                               
30
 http://polewalimandarkab.bps.go.id/index.php?r=site/page&view=stat&sub=2&tab=1&th=2013 
diakses 20 Januari 2015 
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Polewali Mandar yakni sekitar abad XVI hingga XX adalah Kerajaan 
Balanipa dan Kerajaan Allu. 
Untuk memperoleh gambaran sejarah tentang masa berdiri, 
berkembang hingga masuknya pemerintahan kolonial belanda dari 
kerajaan kerajaan tersebut diutarakan sebagai berikut:31 
1. Kerajaan Allu 
Pada masa lampau, Allu adalah merupakan wilayah persekutuan 
adat atau salah satu wilayah inti dari kerajaan Balanipa pada bagian utara. 
Kerajaan Allu jauh lebih tua usianya dibanding dengan kerajaan Balanipa 
yang diperkirakan berdiri pada sekitar akhir abad XV atau awal abad XVI. 
Kerajaan Allu yang sebelumnya bernama kerajaan kaluku mulai 
didirikan oleh putera dari Pokkopadang alias Rajawali yang bernama 
Saragian, sebagai raja atau Mara'dia Allu yang pertama. Dalam bahasa 
setempat, Saragian berasal dari kata ”saririang", yang artinya tanda 
jabatan yang sedang disandang atau dipakai dan dipergunakan oleh salah 
seorang yang telah berjasa dalam kepahlawanan. Dalam mengendalikan 
pemerintahannya, beliau dengan atas kesepakatan para pemangku adat 
dan pembantu-pembantu lainnya merubah nama kerajaan Kaluku menjadi 
kerajaan Allu.  Dalam perkembangannya kemudian, pada masa beliau ini 
pulalah Allu meleburkan diri kedalam kerajaan Balanipa. 
                                               
31
 Dra. Sritimuryati, perlawanan tiga kerajaan terhadap Belanda di Mandar. De La Macca, 
Makassar, 2013, hal 23 
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Di dalam pengertian politik dikawasan Mandar, Kerajaan Allu dalam 
perjalanan sejarahnya tidak lepas sama sekali dari perjalanan politik pula 
dengan Kerajaan Balanipa. Sebab walaupun ketika Allu menggabungkan 
diri dalam persekutuan Kerajaan Balanipa, Kerajaan Allu tetap berdaulat 
penuh secara ke dalam, tetapi keluar ia harus mengutamakan diri sebagai 
suatu negeri atau wilayah dari kerajaan Balanipa, terutama di Kawasan 
Mandar. 
Kedaulatan penuh Kerajaan Allu didalam negeri sendiri sangat 
dihormati oleh kerajaan-kerajaan lainnya di Mandar. Bahkan Mara'dia Allu 
beserta keturunan-keturunannya berhak atas takhta di Kerajaan Balanipa 
dalam hal ini terungkap sebagai berikut: 
"Naiya Anak Pattola Payungna Allu, malai diala menri Mara'dia di 
Balanipa" yang artinya: Putra Mahkota Kerajaan Allu dapat diangkat 
sebagai raja pada Kerajaan Balanipa. 
2. Kerajaan Balanipa 
Dari berbagai sumber yang di peroleh, terungkap bahwa Kerajaan 
Balanipa merupakan suatu kerajaan yang amat besar dan berpengaruh, 
disegani dan dihormati di wilayah kawasan Mandar pada masa lampau. Ia 
berpengaruh dan di segani serta dihormati karena kerajaan inilah yang 
mempelopori terbentuknya aliansi atau persekutuan berbagai kerajaan 
lainnya yang ada pada masa itu di kawasan Mandar. 
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Orang-orang yang mendiami bekas Kerajaan Balanipa menyebut 
dirinya orang Mandar Balanipa yang sekalipun bermukiman jauh diluar 
wilayahnya, namun dengan tegas mereka tetap mengaku suku mandar. 
Mereka tetap berbahasa Mandar dan mengaku mempunyai adat istiadat 
Mandar. Pengakuan seperti itu biasa kita dengar dari kalangan mereka 
yang menyatakan diri mereka to Mandar (orang Mandar) yang mempunyai 
adat istiadat  to Mandar (adat istiadat orang Mandar). 
Kawasan daerah bekas kerajaan Balanipa kini berdiam satu suku 
bangsa utama yang menyebut dirinya suku Mandar (orang Mandar), 
namun demikian terdapat suku bangsa minoritas di daerah ini seperti: 
Bugis, Makassar, dan Toraja serta Jawa. Suku Mandar dan suku suku 
bangsa lainnya tersebut, hidup berdampingan satu sama lainnya secara 
damai.32 
3. Penduduk dan Kehidupan Sosial Budaya 
Di beberapa wilayah dalam daerah Kabupaten Polewali Mandar, 
selain penduduk asli to Mandar juga didiami oleh penduduk asal suku 
bangsa lain, sebagai pendatang yang kemudian menetap dan 
berakulturasi dengan penduduk asli setempat. Seperti dalam wilayah 
kecamatan Polewali, terutama kota Polewali sendiri sebagai ibukota 
kabupaten selain di diami oleh penduduk asli orang mandar, juga didiami 
oleh berbagai asal suku bangsa lainnya, yakni Bugis, Makassar, Jawa, 
                                               
32
 Syahrir Kala, Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa dan Perkembangannya, De La Macca, 
Makassar, 2013, hlm 13 
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Toraja, dan Cina. Demikian pula wilayah kecamatan Wonomulyo yang 
khusus penduduknya sebagaian berasal dari suku bangsa Jawa. Dalam 
sejarah, penduduk asli Jawa ini merupakan penduduk yang 
ditransmigrasikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sedang dalam 
wilayah kecamatan lainnya, seperti: kecamatan Balanipa, Tinambung, 
Allu, Tubbi, Taramanu, Limboro, Campalagian, Luyo, Mapili, Tapango, 
Matakali, Anreapi, Matangnga dan binuang mayoritas didiami oleh 
penduduk setempat, suku bangsa Mandar. 
Penduduk yang mendiami kabupaten ini mayoritas merupakan 
penganut agama Islam. Sedangkan lainnya merupakan penganut agama 
Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha. Di samping itu 
sebahagian kecil pula mengaku diri penganut agama lain atau sistem 
kepercayaan setempat. Mata pencaharian penduduk umumnya beragam, 
seperti penduduk yang mendiami pesisir pantai selat Makassar atau Teluk 
Mandar, umumnya nelayan atau pelaut (pedagang antar pulau atau antar 
pantai). Sedang penduduk yang mendiami dataran rendah atau dataran 
tinggi, umumnya memilih mata pencaharian bertani atau berkebun di 
samping memelihara ternak. 
Dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, bagi penduduk yang 
memilih mata pencaharian sebagai petani, hasilnya antara lain: padi, 
palawija, kopi, cengkeh, coklat, kelapa, durian dan langsat. Khusus hasil 
pertanian atau perkebunan kelapa, di daerah ini sejak masa lalu hingga 
masa kini sudah terkenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak 
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kelapa di kawasan Sulawesi Barat. Selain sebagai petani dan nelayan, 
juga sebagian penduduk di wilayah kabupaten ini memilih mata 
pencaharian sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan swasta atau 
menjadi guru. 
Salah satu mata pencarian penduduk yang merupakan monopoli 
kaum wanita/ ibu rumah tangga dan suku Mandar pada umumnya, 
terutama yang mendiami wilayah Kecamatan Campalagian dan 
Tinambung ialah bertenun sarung dan lazim disebut "lipaq menre" (sarung 
Mandar). Hasil produksi mata pencaharian ini sejak dahulu hingga 
sekarang sudah terkenal bukan saja dikawasan Sulawesi Barat dan 
Sulawesi Selatan, tetapi bahkan dikenal serta menjadi kesenangan bagi 
orang-orang luar daerah dari dua propinsi tersebut, seperti Sumatera dan 
Jawa. 
Penduduk di daerah kabupaten ini khususnya yang mengaku diri 
sebagai penduduk asli atau to mandar, dalam kehidupan sosial sehari-hari 
mereka masih memegang teguh nilai-nilai kultural sebagai warisan dari 
generasi masa lalu yang berdasarkan adat tradisi dan agama. Dikalangan 
mereka yang menjadi panutan adalah turunan kaum bangsawan, sebab 
kaum bangsawan dalm pola tingkah lakunya selalu berpegang pada nilai-
nilai adat tradisi dan nilai-nilai agama.  Salah satu warisan tersebut, ialah 
adanya pelapisan sosial dikalangan antar mereka. 
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B. Karakteristik Waris Adat di Masyarakat Mandar 
1. Bentuk Kekerabatan Masyarakat Mandar 
Terkait mengenai hubungan kekerabatan dapat dilihat dari 
perbedaan kedudukan dan derajat terhadap individu-individu dalam 
masyarakat yang telah menjadi dasar dan pangkal gejala pelapisan sosial. 
Pelapisan sosial masyarakat mandar di Kabupaten Polewali dilihat 
berdasarkan pada keturunan dan status peranannya dalam masyarakat. 
Pelapisan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat Mandar dapat di 
bedakan atas tiga golongan, yaitu: 
1. Golongan todiang laiyana (Bangsawan) 
2. Golongan tau maradeka (orang biasa atau orang kebanyakan) 
3. Golongan batua (budak, hamba sahaya) 
Sistem pelapisan sosial di kalangan masyarakat mandar tersebut di 
atas pada dasarnya sama dengan sistem pelapisan masyarakat lainnya di 
berbagai bekas kerajaan yang pernah ada dikawasan Propinsi Sulawesi 
Barat (Mandar). Di masa lalu golongan tau maradeka  atau orang biasa 
tidak boleh kawin dengan turunan todiang laiyana (Bangsawan keturunan 
raja) agar nampak adanya pemisahan. Namun dalam perkembangannya 
kemudian, terutama di masa kini pelapisan sosial masyarakat tersebut 
tidak ketat lagi bila dibandingkan dengan masa-masa sebelum 
kemerdekaan. Namun untuk melihat secara cermat dan teliti, dikalangan 
masyarakat mandar masih selalu didengan dengan melalui penuturan 
secara lisan dalam berbagai macam pergaulan. Hal-hal ini dapat dilihat 
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secara nyata dalam berbagai upacara adat yang sering terjadi, para 
pengatur yang akan menentukan berbagai perbedaan peladanan. 
Perbedaan tersebut didasarkan atas ukuran turunan daerah yang melekat 
pada diri seseorang, dan ukuran semacam ini masih terus mewarnai 
segala aturan yang tetap berjalan sampai saat ini. 
Hubungan kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat mandar 
Kabupaten Polewali mengikuti sistem bilateral atau pariental, yaitu sistem 
yang mengikuti lingkaran pergaulan hidup dari pihak ayah dan dari pihak 
ibu. Hubungan kekerabatan yang demikian menjadi sangat luas, karena 
disamping ia menjadi anggota keluarga dari pihak ibunya, iapun menjadi 
anggota keluarga dari pihak ayahnya. 
Kekerabatan dirasakan sebagai suatu ikatan sosial yang mendasari 
kesamaan, nasib, sepenanggungan. Seseorang akan merasa terkait 
secara erat dengan anggota masyarakat yang lain disekitarnya manakala 
ada berbagai hal yang menimpanya. 
Orang tua pada umumnya sangat memperhatikan hubungan 
kekerabatan dan keterkaitan seseorang dengan orang lain di dalam 
masyarakat. Dalam setiap kesempatan mereka selalu membicarakan 
hubungan seseorang dengan jodoh bagi putra-putrinya, dimana 
kekerabatan menjadi syarat awal dan utama. Dengan keadaan itu, mereka 
ketat menyimpan dengan baik sitambung (silsilah) keluarganya. 
Adakalanya mereka membuka dan menjelaskan hubungan mereka 
dengan orang lain kepada anak dan keluarga yang lain. Kehati-hatian 
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untuk mengenal kerabatnya untuk dijadikan pendamping bagi putria-
putrinya, tidak lain untuk menjaga harkat dan martabat keluarga. 
Kekerabatan dari semua pihak, baik wanita maupun dari pria tetap 
dijaga agar unsur musyawarah, tolong menolong, dan saling menyayangi 
serta keharmonisan tetap terpelihara di antara mereka. Konsep ini juga 
member pengaruh dan pemilihan jodoh. Hal itu dimaksudkan, menjaga 
kelanjutan rumah tangga dan hubungan kekerabatan perkawinan dan 
kekerabatan yang tumbuh atas dasar simbiya (sama asal keturunan) dan 
misanganaq (berfamili). 
Bagi masyarakat mandar, kehati-hatian dalam memilih jodoh, 
utamanya kaitannya dengan mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat 
istiadat mereka,masih sangat kuat melekat. Dengan demikian tindakan 
yang dianggap baik adalah memilih keluarga dekat untuk dijadikan 
pendamping hidup. Kendati dalam-dalam kasus tertentu juga diakui telah 
terjadi penyimpangan seiring dengan pergesekan budaya luar. 
Dalam memilih jodoh, kriteria yang paling awal dan utama harus 
dilakukan kedua belah pihak adalah mappeissangngi rumbu api 
(mempelajari asap dapur, maksudnya ialah mencari asal usul). Kriteria itu 
dilakukan karena adanya keinginan untuk mengenal sifat dan tingkah laku 
dari kedua belah pihak agar kelak kehidupan rumah tangganya berjalan 
harmonis. 
Hingga saat ini masih didapati memilih cara perkawinan yang ideal 
menurut tradisi dan adat istiadat mereka, yaitu perkawinan boyang 
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pissang (sepupu satu kali) atau yang paling dekat dan mereka sebut 
tambengna (pasangan yang tepat). Selain itu, cra lain yang juga masih 
ditemukan, adalah perkawinan boyang penda'dua (sepupu dua kali) atau 
sepupu yang sudah agak berjarak dan mereka sebut perkawinan kolli'na 
(padanan), juga perkawinan boyang pettalung ( sepupu tiga kali) atau 
yang kian sudah menjarak dan mereka sebut sebagai dipakadeppu'I anu 
karao (didekatkan yang jauh). 
2. Bentuk Perkawinan Adat Mandar 
Salah satu daur hidup orang Mandar adalah perkawinan atau 
pernikahan. Bagi orang Mandar, perkawinan dipandang sebagai suatu 
yang sakral dan sangat dihargai. Oleh karena itu pemuka-pemuka 
masyarakat maupun agama serta masyarakat pendukungnya telah 
mengaturnya dengan cermat. Masyarakat Mandar yang religius 
memandang pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara 
seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri, tetapi lebih 
dari itu, pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara 
pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita yang akan membentuk 
rukun keluarga yang lebih besar lagi.  
Perkawinan adat mandar yang berlangsung di Mandar, adalah 
merupakan salah satu perwujudan hasil cipta, rasa, dan karsa leluhur 
orang Mandar yang lestari dengan segenap variasi perkembangannya 
yang tidak lain adalah bagian dari kebudayaan Mandar. Berikut sembilan 
bentuk perkawinan pada masyarakat Mandar yang semuanya dilatari oleh 
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sebab musabab mengapa seseorang melakukan pernikahan. Adapun 
bentuk-bentuknya dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini:33 
a. Siala pettumaenan (pernikahan melalui peminangan) 
Pernikahan pettumaenan ini adalah suatu bentuk pernikahan yang 
diawali dengan caara pertunangan antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan yang telah dipilih bersama dan disetujui oleh seluruh pihak 
keluarga. Pernikahan ini ditandai dengan adanya pemasangan cincin atau 
apa saja (bergantung dari kesepakatan kedua belah pihak) sebagai simbol 
pengikat. Pengikat merupakan sebuah awal dimualinya pemberian nafkah 
oleh pihak laki-laki terhadap perempuan yang dipinangnya. 
Pettumaenan atau peminangan bisa saja menjadi batal sebelum 
acara pernikahan dimulai. Jika pettumaenan batal karena sesuatu hal 
yang dilatari oleh pihak perempuan, maka semua barang yang pernah 
diberikan oleh pihak laki-laki harus dikembalikan. Meski demikian, pihak 
laki-laki biasanya tidak mau lagi mengambilnya. Sebaliknya bila 
pettumaenan batal karena dilatarbelakangi oleh sesuatu hal dari pihak 
laki-laki, maka barang-barang tersebut menjadi milik sah bagi si 
perempuan. Selain itu, sebagai dampak dari kejadian tersebut, pihak laki-
laki akan mendapatkan sangsi sosial, yakni dikucilkan dari kehidupan 
bermasyarakat.   
 
 
                                               
33
 Ansaar, Aktualisasi Nilai Budaya-Budaya Lokal Pada Perkawinan Adat Mandar, de la macca, 
Makassar, 2013, hal 40 
65 
 
b. Siala siti'ang atau sipalayyang (silariang) 
Nikah siti'ang dalam hal ini adalah suatu bentuk pernikahan yang 
diadakan atas persetujuan bersama laki-laki dan perempuan lalu 
mengadakan nikah lari bersama, yang sudah tentu telah dilakukan 
perundingan secara rahasia antara mereka sebelum mereka lari. 
Sebenarnya bentuk pernikahan yang sudah dikenal sejak dahulu kala ini, 
adalah merupakan refleksi dari ikatan cinta sepasang kekasih yang tidak 
direstui oleh orang tua, baik salah satu dari kedua belah pihak maupun 
masing-masing dari kedua belah pihak. 
Ada beberapa faktor yang mendasari sehingga terjadi pernikahan 
siti'ang, di antaranya adalah: 1) karena tidak setuju dengan pilihan 
orangtua. 2) karena penetapan passorong (mahar) dan biaya-biaya yang 
lainnya terlalu tinggi, sementara dilain pihak antara si perempuan dan si 
laki-laki itu telah tertanam rasa cinta yang begitu mendalam, sehingga 
tidak ada lagi pilihan lain kecuali mengadakan kawin lari. 3) karena 
terdapat perbedaan derajat. Apabila si perempuan berasal dari derajat 
yang lebih tinggi dari si laki-laki yang meminangnya. 4)karena tidak 
menyetujui perjodohan endogami (pernikahan antar keluarga), meskipun 
di daerah Mandar pernikahan antar keluarga tersebut dianggap ideal, 
terutama antara sepupu satu kali yang dalam bahasa Mandar disebut 
boyang pissang. 5) karena adanya perselisihan antar konflik internal 




c. Siala di'tiang (membawa lari perempuan) 
Bentuk pernikahan yang didalamnya ada unsur paksaan, dimana pihak 
laki-laki menculik atau membawa lari sang perempuan untuk dinikahinya. 
Ada dua cara yang ditempuh pihak laki-laki agar niatnya untuk membawa 
lari si perempuan dapat di kabulkan, yakni: pertama dengan mengancam; 
kedua dengan paissangan atau guna-guna. 
d. Siala masakka tommuane 
Pernikahan siala massakka tommuane salah satu bentuk 
pernikahan yang didasari pada siri' yang dirasakan oleh si perempuan, 
lantaran perlakuan tak senonoh atau tidak terpuji dari seorang laki-laki, 
apakah si laki-laki kekasihya atau bukan. 
e. Likka soro' 
Likka soro' adalah salah satu bentuk pernikahan yang dilaksanakan 
dengan mengikuti segala ketentuan yang membenarkan sahnya 
pernikahan menurut sara' atau agama, tanpa ketentuan yang mensahkan 
terjadinya pernikahan menurut adat. Status pernikahan ini agak berbeda 
dengan pernikahan lainnya. Pernikahan ini mengharamkan dilakukan 
hubungan suami isteri dan tinggal seatap, karena prosesinya yang hanya 
mengikuti ketentuan sara' atau agama dianggap belum sempurna. Karena 
itu setelah prosesi pernikahan berlangsung, masing-masing pihak kembali 
kerumahnya dan bekerja seperti biasa hingga keduanya mampu 




Ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya likka soro', 
yaitu: 1) kedua belah pihak (laki-laki maupun perempuan) masing-masing 
sibuk dengan pekerjaan, 2) belum terpenuhi biaya pernikahan, 3) menanti 
hari yang baik. Namun demikian, di antara ketiga hal tersebut, yang 
menjadi dominan penyebab dilaksanakannya likka soro' adalah menanti 
hari baik.  
f. Likka baten (nikah batin) 
Likka baten adalah juga termasuk salah satu bentuk pernikahan 
yang prosesinya dilaksanakan oleh kedua mempelai sebelum melakukan 
hubungan suami isteri. Adapun inti dari pelaksanaan nikah ini adalah, 
sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami isteri, keduanya 
harus terlebih dahulu terdiam sejenak seolah berada dalam situasi yang 
sunyi senyap, tak ada suara maupun kata dan tindakan (bamba tammakke 
hurupu' tammakke suara tammakkedoang gau'). Setelah itu keduanya 
saling memandang dengan penuh kekhusyukan dan berniat dalam hati 
untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang diridhoi Allah. 
Pada prinsipnya, pernikahan likka baten ini merupakan tahapan 
dari sebuah prosesi pernikahan sesudah diucapkannya ijab Kabul yang 
harus dijalankan oleh kedua pasangan. 
g. Siala macoa (pernikahan yang baik) 
Siala macoa adalah sebuah bentuk pernikahan yang berlangsung 
sesuai dengan proses yang ditetapkan oleh agama dan adat. Bentuk 
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pernikahan inilah yang menjadi impian dan sangat diinginkan oleh setiap 
orang dan setiap pasangan kekasih. 
h. Siala andiang mala tassiala 
Siala andiang mala tassiala  adalah suatu bentuk pernikahan yang 
terjadi karena adanya unsur keterpaksaan. Keterpaksaan yang 
dimaksudkan disini, karena siperempuan hamil, hamil karena diperkosa, 
atau atas kerelaan sendiri diluar nikah. Bagi masyarakat mandar, 
kehamilan diluar nikah merupakan suatu aib yang dapat mendatangkan 
malapetaka, misalnya musim kemarau berkepenjangan, kelangkaan 
makanan, banjir, dan lain-lainnya.oleh karena itu, agar siperempuan hamil 
tersebut tidak terlalu lama menanggung beban (merasa malu), maka 
haruslah segera dinikahkan. 
i. Siala maottong tommuane (perkawinan mendatangi laki-laki) 
Siala maottong tommuane ini adalah juga termasuk salah satu 
bentuk pernikahan yang terjadi karena sang perempuan datang kerumah 
laki-laki yang diinginkannya untuk dinikahinya. Ketika sang perempuan 
tersebut benar-benar sudah berada dirumah pihak laki-laki maka ia tidak 
akan sebelum dinikahkan, kecuali jika pihak orang tua laki-laki yang 
didatangi memberikan jaminan, bahwa anaknya tetap menikahi. 
Pada dasarnya ada beberapa faktor yang melatari sehingga 
terjadinya pernikahan maottong tomuane, antara lain: 1) siperempuan 
terkena penyakit guna-guna yang oleh keluarganya ditengarai bersumber 
dari pihak laki-laki itu, 2) meminta pertanggung jawab dari laki-laki yang 
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didatanginya atas perbuatan tidak terpuji yang pernah dilakukannya, 3) 
tidak menginginkan pernikahan secara paksa oleh orang tua siperempuan. 
3. Karakteristik Waris Adat Mandar  
Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis 
ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta 
warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu 
dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. 
Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta 
kekayaan dari suatu generasi kepada turunannya. 
Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh 
susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Mengetahui sistem 
kekerabatan dalam hal kewarisan merupakan sesuatu yang sangat 
penting, karena pembagian warisan dalam masyarakat adat sangat 
bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. 
Sebagaimana diketahui hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari 
alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan 
yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, 
walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku 
sistem kewarisan yang sama. 
Penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa sistem kekerabatan 
pada masyarakat Mandar menganut sistem bilateral atau pariental, yaitu 
sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis 
70 
 
dua sisi (bapak-ibu), tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun 
anak perempuan sebagai waris. Baik anak laki-laki maupun anak 
perempuan berhak mendapat bagian warisan dari orang tuanya. 
Kecenderungan sifat kewarisan pariental atau bilateral adalah 
melaksanakan sistem individual, dimana harta warisan tersebut terbagi-
bagi kepemilikannya kepada ahli waris. Namun dalam karakteristik 
pewarisan berdasarkan adat masyarakat Mandar memiliki corak tersendiri 
sesuai adat mereka.  
Karakteristik pembagian waris adat Mandar adakalanya dilakukan 
dengan cara menunjukkan bagian kepada ahli warisnya masing-masing 
sebelum pewaris meninggal. Mereka membagi secara individual kepada 
ahli warisnya, dengan bagian anak laki-laki mendapatkan dua bagian, 
sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian hal ini tidak jauh 
dari sistem pembagian waris islam, karena penduduk masyarakat adat 
Mandar mayoritas adalah beragama islam.  
Hukum adat Mandar tidak mengenal cara pembagian dengan 
perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan 
mengingat wujud benda, kebutuhan waris bersangkutan serta keadilan. 
Bagi adat Mandar dalam pembagian warisan mereka mempercayai 
mambulei tommuane, matteweqi towaine (laki-laki memikul, sedangkan 
wanita menjinjing). Maksudnya bagian laki-laki lebih banyak dari pada 
perempuan atau dua berbanding satu, dengan dasar pertimbangan bahwa 
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laki-laki lebih kuat berperan membantu orang tua dalam membantu 
melakukan pekerjaan orang tua dari pada perempuan.  
Keistimewaan hukum waris adat Mandar ini adalah rumah 
peninggalan orang tua menjadi milik tappalaus (anak bungsu), sebab dia 
bersama orang tuanya sampai orang tuanya itu meninggal dunia. 
Biasanya anak bungsu mendapat warisan istimewa dari orang tua karena 
kasih sayang orang tua lebih banyak melimpah kepadanya sebagai anak 
yang terakhir dan lebih lama tinggal bersama mereka dari kakaknya. 
Apabila anak bungsu tidak serumah dengan pewaris, maka rumah 
tersebut jatuh kepada anak yang kebetulan bersama-sama / serumah 
dengan pewaris, dengan alasan dia Mappoitomate atau maqala bosi-
bosinna (dia yang memiliki kematian orang tuanya).  
Karakteristik waris adat Mandar  ini menunjukkan bahwa sebelum 
pewaris meninggal dunia mereka telah membagi secara individual kepada 
ahli warisnya dengan pembagian hukum islam dan adanya keistimewaan 
bagi anak bungsu, tetapi mereka menempatkan anak laki-laki tertua 
sebagai penguasa yang sementara hingga saudara-saudaranya dapat 
bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut 
sistem kolektif mayorat laki-laki. Anak tertua laki-laki disini tidak hanya 
bertanggung jawab pada warisan yang ditinggalkan, ia bertugas menjaga, 
merawat dan bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya yang masih 
kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri.  
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Sistem kolektif mayorat laki-laki yang diserahkan kepada anak 
tertua laki-laki disini dimaksudkan hanya sementara selama adik-adiknya 
dapat menggunakan dan memanfaatkan harta warisan yg diberikan oleh 
orangtuanya. Tetapi sering disalah tafsirkan, anak tertua sebagai 
pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta 
peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai 
penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua sampai saudara-
saudaranya dapat mandiri dan memanfaatkan warisan yang telah 
diberikan kepadanya. 
Secara skematis karakteristik waris adat Mandar dapat dijelaskan 
dalam bagan sebagai berikut : 
 






anak laki-laki 2 
(hukum islam) 








C. Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Mandar di 
Kabupaten Polewali 
Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat mandar di 
Kabupaten Polewali sesuai dengan karakteristik waris Adat Mandar yang 
berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Mandar, 
warisan atau yang disebut mana' adalah proses perpindahan harta 
kekayaan yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli warisnya yang mulai 
terbuka pada saat pewaris meninggal dunia, baik harta yang bergerak 
atau tidak bergerak. terdapat 3 (tiga) jenis harta warisan bagi to menre 
(orang Mandar) yakni:34 
1. Harta benda di atas tanah, berupa ternak dan tanaman jangka 
panjang, kebun dan sawah. 
Objek harta waris ini umumnya di serahkan kepada anak laki-laki 
untuk dimiliki, dikelola dan di manfaatkan sebagai mata pencaharian untuk 
keluarganya kelak. Jenis harta ini biasanya dimiliki oleh penduduk yang 
mendiami dataran rendah atau dataran tinggi yang umumnya mereka 
adalah petani dan yang memelihara ternak. 
2. Harta benda di atas air berupa lepa-lepa atau lopi (perahu) 
Objek harta waris ini umumnya juga di serahkan kepada anak laki-
laki untuk dimiliki, dikelola dan di manfaatkan sebagai mata pencaharian 
mereka. Jenis harta ini biasanya dimiliki oleh penduduk yang mendiami 
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 Wawancara dengan Kindo' Hara, Tokoh Adat Kecamatan Balanipa -  6 januari 2015 
74 
 
pesisir pantai selat Makassar atau teluk Mandar yang umumnya mereka 
adalah nelayan atau pelaut. 
3. Harta di dalam rumah berupa alat peralatan dapur, alat perlengkapan 
tidur, perhiasan emas, alat tenun, dan lain-lain. 
Objek harta waris ini umumnya diserahkan kepada anak 
perempuan karena dianggap yang mendiami rumah adalah perempuan 
dan kelak ia menjadi istri sehingga ia yang akan mengelolanya. Hal ini 
juga disebabkan kecenderungan bagi pasangan baru pada masyarakat 
Mandar untuk bertempat tinggal sementara di rumah kediaman orang tua 
si isteri sebelum memisahkan diri untuk tinggal dan mengurus ekonomi 
rumah tangganya sendiri.  
Proses pewarisan dalam hukum waris adat masyarakat Mandar 
Kabupaten Polewali ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :  
a. Sebelum Pewaris Wafat  
Adakalanya pembagian warisan itu dilakukan atau dilaksanakan 
sebelum pewaris wafat dengan cara menunjukkan bagian kepada ahli 
warisnya masing-masing. Tetapi warisan yang di bagikan mulai menjadi 
hak ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia namun selama pewaris 
belum meninggal dunia, maka hak pakai masih menjadi milik pewaris. 
Sehingga sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang 
menguasai harta yang ditunjukkan itu atau dapat juga merubah 
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keputusannya. Hal ini dilakukan agar setelah pewaris meninggal tidak 
terjadi perkelahian diantara para ahli warisnya. 
Dalam pembagian warisan biasanya dilakukan berdasarkan 
musyawarah keluarga yang di hadiri pewaris, ahli waris, dan para 
pemangku adat. 
b. Sesudah Pewaris Wafat  
Menurut hukum waris adat masyarakat Mandar Kabupaten Polewali 
ini pada dasarnya tidak ditentukan jangka waktu pembagian harta warisan. 
Tetapi pada umumnya mereka membagi 40 hari atau 100 hari setelah 
pewaris wafat. Mereka meyakini bahwa pada pembagian warisan 
sebaiknya dilakukan lebih cepat agar tidak terjadi perkelahian antar ahli 
warisnya kelak. 
Bagi to menre  yang menjadi ahli waris pertama ialah pasangan 
hidupnya. Namun apabila pasangan hidupnya telah meninggal dunia 
maka yang menjadi ahli waris ialah anak kandungnya, oleh karena itu 
anggota-anggota lain tidaklah termasuk sebagai ahli waris.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat yang  
mengatakan: 
"jika yang wafat tidak memiliki anak, maka ahli waris tersebut dapat 
dipindah tangankan kepada orang tua dari si wafat. Kalau tidak ada maka 
diserahkan kepada keluarga dekatnya"35 
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Kemudian untuk anak angkat pada masyarakat adat Mandar tidak 
di akui untuk menjadi ahli waris seperti yang berlaku pada waris hukum 
islam, karena prinsip pokok dalam kewarisannya ialah hubungan darah. 
Misalnya saja jika pewaris memiliki anak kandung maka anak angkat tidak 
dapat menjadi ahli waris karena anak angkat dianggap tidak memiliki 
hubungan darah. Tetapi ada alasan-alasan anak angkat dapat menjadi 
ahli waris, yaitu: 
1. Pewaris tidak memiliki keturunan atau anak kandung 
2. Hubungan baik dengan anak angkat 
3. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan / pangamaseang 
Pada umumnya masyarakat adat Mandar yang tidak mempunyai 
anak kandung, maka mereka akan mengangkat kemenakan dari boyang 
pissang atau boyang penda'dua atau simbiya (sama asal keturunan) 
sehingga harta yang dimiliki tidak jatuh pada orang lain kecuali pada 
keluarganya sendiri.  
Pembagian warisan menurut hukum adat Mandar yang tidak lepas 
dari sistem pembagian waris menurut hukum islam seperti telah dijelaskan 
sebelumnya karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun 
yang tampak berbeda dari praktik pembagian warisan adat Mandar yaitu 
pemberian atau hibah tidak termasuk dalam harta pewarisan. Seperti yang 
di jelaskan oleh informan: 
"Jika seorang anak perempuan yang telah kawin diberikan sawah, dan 
beberapa perhiasan yang dipakai sebelum melangsungkan 
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perkawinannya maka harta pemberian tersebut tidak termasuk dalam 
harta warisan".36 
Selain hibah atau pemberian di atas, rumah peninggalan orang tua 
yang menjadi milik tapalaus (anak bungsu) seperti yang dijelaskan pada 
karakteristik waris adat Mandar juga merupakan warisan yang menjadi 
hibah atau pemberian. 
Pembagian harta warisan harus dalam keadan bersih, maksudnya 
bahwa harta-harta warisan ini harus dikurangi dengan hutang-hutang 
pewaris yang ditinggalkan, pemberian atau hibah kepada ahli waris dan 
juga rumah yang diperuntukkan untuk anak bungsu. Bila harta dalam 
keadaan bersih, barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya hingga 
terbagi habis. 
Setiap anak kandung pada dasarnya adalah ahli waris dari orang 
tua kandungnya sendiri, namun demikian ada kalanya seorang anak dapat 
kehilangan hak mewaris dikarenakan perbuatannya yang bertentangan 
dengan hukum adat Mandar. Adapun perbuatan yang dapat 
menghilangkan hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang 
tuanya menurut adat Mandar di Kabupaten Polewali yaitu: 
1. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris 
2. Melakukan penganiayaan terhadap pewaris 
3. Melakukan perbuatan yang memalukan nama baik keluarga 
seperti kawin lari atau siala siti'ang. 
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4. Murtad  dari agamanya 
Anak yang siala siti'ang dan murtad di lipas (tidak diakui lagi 
sebagai anak). Dengan kata lain, sudah tidak ada hubungan lagi antara 
anak dan orang tua termasuk dalam pewarisan. Bagi orang Mandar, bila 
sudah lipas anaknya bisa dikatakan: 1) Andianmo anan di lino lambai lao 
diahera' (tidak ada lagi anaknya di dunia sampai di akherat), 2) uita 
matemi (saya sudah anggap mati), 3) Purami nanusan sau disasi 
taminindulu (saya sudah hanyutkan dia ke laut dan tidak kembali lagi). 
Pemutusan warisan karena siala siti'ang kebanyakan terjadi disebabkan 
terdapat perbedaan derajat dan stratifikasi sosial (Tania sambona anna 
kapparna). Misalnya si perempuan berasal dari golongan todiang laiyana / 
mara'dia dan si laki-laki berasal dari golongan tau maradeka (orang 
biasa). Kecuali jika anak yang di lipas tersebut datang meminta maaf 
kepada kedua orang tua dan keluargnya, lalu di maafkan, maka anak 
tersebut dapat kembali memiliki hak mewaris.  
Selain hilangnya hak mewaris tersebut, terdapat pula istilah 'hijab' 
yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Dari hal ini dapat 
kita lihat kentalnya sistem pembagian Hukum Waris Islam dalam praktik 
pembagian harta warisan menurut adat Mandar. Hijab menurut hukum 
kewarisan Islam artinya menutup, mendidingi, menghalangi seseorang 
menjadi ahli waris karena ada ahli waris lain yang lebih utama yang lebih 
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berhak menerima harta peninggalan.37 Contohnya cucu terhijab oleh anak. 
Seperti yang dikatakan oleh informan: 
"menurut adat mandar, seorang cucu dapat terhijab oleh paman 
atau bibinya sebagai ahli waris. Karena anak-anak pewaris adalah yang 
utama atau yang lebih berhak dalam mendapatkan warisan dari orang 
tuanya atau dikatakan dalam bahasa Mandar napelei mana' " 38 
Napelei mana' atau cucu yang terhijab dapat diberikan warisan 
karena pangamaseang dengan ketentuan bahwa harta yang diberikan 
tidak boleh lebih banyak dari bibi yang masih hidup sekalipun orang tua 
dari cucu yang terhijab tersebut merupakan anak laki-laki dari pewaris. 
Seperti yang dikatakan oleh informan: 
" cucu yang terhijab oleh paman atau bibinya, dapat mendapat bagian 
sebagai ahli waris pengganti, yang menggantikan posisi ayahnya yang 
telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dengan ketentuan bagiannya 
tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dan oleh karena 
anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian ahli waris 
pengganti sama dengan bagian satu orang anak perempuan pewaris"39  
Jika terjadi sengketa mengenai harta warisan, masyarakat adat 
Mandar melaksanakan peradilan warisan secara umum seperti yang 
berlaku di Indonesia. Peradilan yang dimaksud disini adalah cara 
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 Mohammad Daud Ali, S.H., Hukum Islam, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 312 
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 Wawancara dengan Pak Kahar, Tokoh Masyarakat  Desa Pambusuang Kec. Balanipa - 6 januari 
2015 
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 Wawancara dengan DR. Muh. Najmi Fajri, S.Hi., M.Hi.  Hakim Pengadilan Agama Kab. 
Polewali - 8 Januari 2015 
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bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dikarenakan 
adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai harta 
warisan.  
Penyelesaian mengenai sengketa harta warisan pada umumnya 
masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun 
dan damai tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga 
termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris.40 
Jalan penyelesaian damai yang ditempuh oleh masyarakat adat 
Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat ini dengan cara 
bermusyawarah antara para anggota keluarga. Apabila terjadi sengketa 
para anggota keluarga akan berkumpul atau dikumpulkan oleh anak tertua 
laki-laki sebagai penanggung jawab atau oleh anak yang dianggap 
berwibawa. Namun jika dalam musyawarah keluarga tidak berhasil untuk 
menciptakan kerukunan dan kedamaian, maka masalah yang terjadi di 
ajukan kepada musyawarah adat, yang di hadiri oleh tua-tua adat atau 
kepala desa. 
Jika musyawarah adat masih tidak mampu menyelesaikan 
permasalahan sengketa waris tersebut maka jalan terakhir yaitu 
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 Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm 116 
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Menurut hakim pengadilan Agama Polewali Sulawesi Barat: 
"Dalam memutuskan perkara warisan di Polewali perlu memandang dan 
mempertimbangkan hukum waris adat yang berlaku, agar memelihara 
ketertiban dan menegakkan keadilan sesuai adatnya"41 
Tiga tahun terakhir berdasarkan hasil penelitian penulis di 
Pengadilan Agama Polewali Sulawesi Barat terdapat 3 kasus pewarisan 
antara sesama ahli waris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara 
harta warisan masih sedikit, hal ini dikarenakan masyarakatnya masih 
berpegang teguh pada kerukunan antar sesama. 
Salah satu kasus yang ditemukan tentang sengketa waris di 
Kabupaten Polewali ialah sengketa tanah sekaligus bangunan di atasnya 
yang merupakan satu-satunya objek warisan. Objek sengketa waris 
tersebut belum pernah dibagi secara waris kepada ahli warisnya. 
Sebelum kasus sampai ke Pengadilan Agama, objek waris tersebut 
dikuasai oleh anak bungsu atau tapalaus. Namun saudara-saudaranya 
sebagai penggugat berusaha menemui tergugat (anak bungsu) agar 
warisan dapat dibagi secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil. Sehingga 
saudara-saudaranya dalam hal ini penggugat mengajukan perkara ini ke 
Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar. 
Sehingga setelah diperkarakan di Pengadilan Agama Polewali dan 
pihak pengadilan mempertimbangkan bahwa anak bungsu tersebut yang 
telah menemani dan merawat ibunya sejak ayahnya meninggal sampai 
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 Wawancara dengan DR. Muh. Najmi Fajri, S.Hi., M.Hi.  Hakim Pengadilan Agama Kab. 
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akhir ibunya meninggal, maka majelis hakim memutuskan bahwa sudah 
sepatutnya anak bungsu tersebut diberikan tambahan satu bagian 
sehingga bagiannya sama dengan satu orang anak laki-laki. Berdasarkan 
hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama yang 
memutuskan:  
"Jika harta yang dimiliki oleh pewaris hanya satu objek seperti kasus yang 
pernah terjadi sebelumnya, yaitu sebidang tanah yang diatasnya terdapat 
satu unit rumah panggung dimana objek waris tersebut dikuasai oleh anak 
bungsu, maka objek waris itu dijual lalu hasilnya dibagikan kepada para 
ahli warisnya. Tetapi si anak bungsu tetap mendapatkan lebih banyak dari 
ketentuan yang seharusnya"42 
Berdasarkan contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwa hukum 
waris adat Mandar masih menjadi bahan pertimbangan dalam 
memutuskan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar. 
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1. Karakteristik pembagian warisan yang di pakai oleh masyarakat adat 
Mandar di Kabupaten Polewali adalah dengan membaginya secara 
individual kepada ahli warisnya. Tetapi untuk pengelolaan 
sementara, mereka menempatkan anak laki-laki tertua sebagai 
penguasa hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab 
atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif 
mayorat laki-laki. 
2. Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan ada beberapa 
hal yang berkaitan dengan praktik pembagian waris adat Mandar, 
yaitu: 
a. Pembagian warisan di kabupaten polewali berdasarkan adat 
dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, tapi ada juga yang 
dibagi setelah pewaris meninggal, dalam pembagian warisan 
biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga yang 
dihadiri pewaris, ahli waris, dan para pemangku adat 
b. Bagi adat Mandar dalam pembagian warisan mereka tidak lepas 
dari sistem pembagian menurut hukum islam yaitu perbandingan 
dua banding satu, yang mereka sebut  mambulei tommuane, 
matteweqi towaine (laki-laki memikul, sedangkan wanita 
menjinjing). Maksudnya bagian laki-laki lebih banyak dari pada 
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perempuan, dengan dasar pertimbangan bahwa laki-laki lebih kuat 
berperan membantu orang tua dalam membantu melakukan 
pekerjaan orang tua dari pada perempuan. 
c. Warisan rumah peninggalan orang tua menjadi milik tappalaus 
(anak bungsu), sebab dia bersama orang tuanya sampai orang 
tuanya itu meninggal dunia. Apabila anak bungsu tidak serumah 
dengan pewaris, maka rumah tersebut jatuh kepada anak yang 
kebetulan bersama-sama / serumah dengan pewaris, dengan 
alasan dia Mappoitomate atau maqala bosi-bosinna (dia yang 
memiliki kematian orang tuanya). 
B. Saran 
1. Terdapat kurang mencerminkan rasa keadilan, hendaknya 
musyawarah yang dilakukan antar ahli waris benar-benar 
menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak ahli 
waris yang lain, agar dapat diterima secara ikhlas. 
2. Hukum waris adat di Kabupaten Polewali sampai saat ini masih 
berlaku dan ditaati oleh masyarakat setempat maka oleh karena itu 
kepada pemerintah dianjurkan agar dapat membantu untuk 
melestarikannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
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